BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.14, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Perpajakan.
Pembetulan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 11/PMK.03/2013
TENTANG
TATA CARA PEMBETULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009, Direktur Jenderal Pajak dapat
membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan
Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan
Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan
Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan
Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ketentuan
Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80
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Mengingat

1.

Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2007, telah diterbitkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata
Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung,
dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu
dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
ketentuan mengenai tata cara pembetulan
sebagaimana dimaksud pada huruf b;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembetulan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA

CARA PEMBETULAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang
selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Penyampaian surat permohonan pembetulan secara elektronik yang
selanjutnya disebut e-Filing adalah suatu cara penyampaian surat
permohonan pembetulan yang dilakukan secara on-line yang real time
melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau
Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang berisi nama,
Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima
Elektronik (NTTE) yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan,
dalam hal e-Filing dilakukan melalui situs web Direktorat Jenderal
Pajak, atau informasi yang berisi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak,
tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor
Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), serta nama perusahaan Penyedia
Jasa Aplikasi (ASP), yang tertera pada hasil cetakan surat
permohonan, dalam hal e-Filing dilakukan melalui Penyedia Jasa
Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) yang
selanjutnya disebut MAP adalah prosedur administratif yang diatur
dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) untuk
menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Persetujuan Bersama adalah hasil yang telah disepakati dalam
penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) oleh
pejabat yang berwenang dari Pemerintah Indonesia dan pemerintah
negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B sehubungan dengan MAP yang
telah dilaksanakan.
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(1)

(2)

(3)

Pasal 2

Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau karena
jabatannya dapat membetulkan:

a. Surat ketetapan pajak yang meliputi Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar;

Surat Tagihan Pajak;

Surat Keputusan Pembetulan;

Surat Keputusan Keberatan;

Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;

SQ@ -~ o a0 T

Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;

N ¢

k. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
I. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;

n. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan; atau

0. Surat Keputusan Pengurangan Denda Pajak Bumi dan
Bangunan,

yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat berupa Surat Keputusan
Pengurangan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau Surat
Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak.

Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat berupa Surat Keputusan
Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau Surat
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak.
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Pasal 3

Ruang lingkup pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
meliputi:

a. kesalahan tulis;
b. kesalahan hitung; dan/atau

c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor
surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak,
tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak
mempengaruhi jumlah pajak terutang.

Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb
meliputi:

a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan
dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau

b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat
ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, surat keputusan yang
terkait dengan bidang perpajakan, Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan Kembali.

Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan
penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto,
kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan
Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam
tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.

Pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang terkait dengan pengkreditan Pajak Masukan dalam
Pajak Pertambahan Nilai, hanya dapat dilakukan apabila:

a. terdapat perbedaan besarnya Pajak Masukan yang menjadi kredit
pajak; dan

b. Pajak Masukan tersebut tidak mengandung sengketa antara
fiskus dan Wajib Pajak.

Pasal 4

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak,
Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan
bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
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